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ABSTRAK 

 

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting dalam otonomi daerah. PAD 

di Kabupaten Badung salah satunya sektor pariwisata yang menopang penerimaan 

pajak daerah yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Peningkatan wajib pajak hotel 

dan pajak restoran tidak diikuti dengan peningkatan target dan realisasinya. 

Penerimaan PAD berpengaruh terhadap kinerja tata kelola pemerintah, maka dari 

itu perlu adanya pengukuran kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran 

diukur dari perbandingan realisasi PAD. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengungkapkan tingkat 

kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dalam pembangunan Daerah Kabupaten 

Badung. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. 

Wawancara dilakukan kepada staff Bidang Data dan Teknologi Informasi, 

sedangkan dokumentasi diperoleh dari publikasi pemerintah atau situs resmi 

Bapenda Kabupaten Badung. 

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kontribusi pajak 

hotel terhadap PAD dan pajak daerah di Kabupaten Badung tahun 2018-2021 

sebesar 36,65%, dan terhadap pajak daerah rata-rata sebesar 44,51%. Tingkat 

kontribusi rata-rata pajak restoran terhadap PAD sebesar 12,48% dan terhadap 

pajak daerah sebesar 15,40%, Sebelum pandemi Covid-19 realisasi pajak hotel 

mampu memberikan kontribusi positif sedangkan pajak restoran masih kurang 

dalam memberikan kontribusinya. Saat pandemi Covid-19 beberapa hal dilakukan 

rasionalisasi terhadap kagiatan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten 

Badung. 

 

Kata Kunci: Kontribusi Pajak, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 

 Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
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ABSTRACT 

 

Regional Original Revenue has an important role in regional autonomy. PAD 

in Badung Regency is one of the tourism sectors that supports local tax revenues, 

namely hotel taxes and restaurant taxes. The increase in hotel tax payers and 

restaurant taxes was not followed by an increase in targets and realization. PAD 

affects the performance of government governance, therefore it is necessary to 

measure the contribution of hotel tax revenues and taxes as measured by the 

comparison of PAD revenues. 

This study aims to analyze and disclose hotel and restaurant taxes in the 

development of the Badung Regency area. This type of research is descriptive 

qualitative research. The data used in this study are primary data and secondary 

data. Data collection techniques were carried out by means of interviews and 

documentation. Interviews were conducted with the staff of the Data and 

Information Technology Division, while the documentation was obtained from 

government publications or the official website of the Badung Regency Bapenda. 

The results of the analysis from this study show that the level of hotel tax 

contribution to PAD and local taxes in Badung Regency in 2018-2021 is 36.65%, 

and the average regional tax is 44.51%. The average contribution level of 

restaurant taxes to PAD is 12.48% and local taxes are 15.40%. Prior to the Covid-

19 pandemic, hotel taxes were able to make a positive contribution if restaurant 

taxes were still lacking in contributing. During the Covid-19 pandemic, several 

things were rationalized for the development planning activities of the Badung 

Regency. 

Keywords: Tax Contribution, Hotel Tax, Restaurant Tax, and Local Revenue 

(PAD). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia sebagai negara majemuk membuat setiap kabupaten/kota 

maupun provinsi memiliki potensi sumber daya dan ekonomi yang berbeda. 

Kondisi tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan secara optimal untuk 

mendukung peningkatan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang bertujuan sebagai fasilitator pembangunan daerah.  (Safitri, 2021). PAD 

memiliki peran penting dalam otonomi daerah, karena otonomi daerah harus 

mengatur sendiri rumah tangganya termasuk dalam PAD-nya untuk menopang 

pembangunan serta program yang tersedia (Putra, 2014). 

Setiap daerah memiliki sumber pembangunan yang berasal dari banyak 

faktor, salah satunya pajak daerah. Pajak daerah memiliki pengertian sebagai 

iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya 

memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa menerima imbalan 

secara langsung. Dalam administrasi negara pajak daerah terbagi menjadi dua, 

yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Potensi pajak daerah yang terus 

mengalami perkembangan yaitu sektor jasa dan pariwisata yang didalamnya 

dikenakan pajak hotel dan pajak restoran (Fitriano & Ferina, 2021). 

Dikutip dari (Badan Pusat Statistika Provinsi Bali, 2022), Kabupaten 

Badung memiliki penerimaan daerah yang potensial khususnya dalam sektor 

pariwisata. Strategisnya lokasi yang dimiliki oleh Kabupaten Badung 

menjadikan jumlah hotel dan restoran semakin potensial. Lebih jelas, 



2 

 
 

perkembangan jumlah dan penerimaan pajak hotel juga restoran serta realisasi 

PAD dari tahun 2018 sampai dengan 2021 di Kabupaten Badung dapat dilihat 

melalui tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Perkembangan Pajak Hotel dan PAD 
Kabupaten Badung  

Tahun 2018 – 2021 

Tahun Jumlah Hotel Penerimaan Pajak Hotel  Realisasi PAD 

2018 2.802  Rp   2.236.311.260.005,09   Rp  4.555.716.407.353,28  

2019 3.617  Rp   2.469.152.695.978,09   Rp  4.835.188.460.096,80  

2020 3.873  Rp      670.803.265.683,85   Rp  2.116.979.640.281,88  

2021 3.967  Rp      258.041.477.940,62   Rp  1.750.345.226.107,68  
Sumber: (Bapenda Kabupaten Badung, 2022) 

Tabel 1.2 

Perkembangan Pajak Restoran dan PAD 
Kabupaten Badung 

Tahun 2018 – 2021 

Tahun Jumlah Restoran Penerimaan Pajak Restoran Realisasi PAD 

2018 1.627              624.456.631.009,54   Rp  4.555.716.407.353,28  

2019 2.065              739.355.217.168,38   Rp  4.835.188.460.096,80  

2020 2.118              255.065.894.487,66   Rp  2.116.979.640.281,88  

2021 2.225              155.470.551.715,70   Rp  1.750.345.226.107,68  
Sumber: (Bapenda Kabupaten Badung, 2022) 

Tabel tersebut menjelaskan bahwa jumlah hotel dan restoran setiap 

tahunnya mengalami peningkatan, namun tidak sejalan dengan penerimaan 

pajak hotel dan restoran serta realisasi PAD yang cenderung mengalami 

penurunan. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kinerja pemerintah, utamanya 

dalam pemenuhan alokasi tata kelola infrastruktur yang terdapat di Kabupaten 

Badung. Maka dari itu perlu adanya pengukuran kontribusi penerimaan pajak 
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hotel dan pajak restoran diukur dari perbandingan realisasi PAD dan pajak 

daerah. Apabila realisasi pajak daerah lebih besar dari realisasi PAD, maka 

kontribusi dianggap sangat baik. Dengan demikian, menopang pembangunan 

yang terdapat di Kabupaten Badung akan semakin berkembang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan 

Pajak Restoran dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Badung”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 

2018 sampai dengan 2021 Kabupaten Badung? 

2. Apakah dengan adanya penurunan penerimaan pajak hotel dan pajak 

restoran dari tahun 2018 sampai dengan 2021 berdampak dalam 

pembangunan daerah Kabupaten Badung? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui besarnya kontribusi penerimaan pajak atas hotel dan 

restoran Kabupaten Badung. 

b. Mengungkapkan kontribusi penerimaan pajak atas hotel dan restoran 

dalam pembangunan daerah Kabupaten Badung. 
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2. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana bagi 

pengembangan pengetahuan khususnya mengenai pajak daerah. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Bapenda Kabupaten Badung  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam 

meningkatkan pengelolaan dalam sektor hotel dan restoran 

pemerintah Kabupaten Badung.  

2) Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah arsip hasil 

penelitian mahasiswa di perpustakaan Politeknik Negeri Bali, 

sehingga membantu proses perkuliahan di Politeknik Negeri Bali 

serta menambah literatur untuk mahasiswa yang ingin membuat 

penelitian serupa.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Desentralisasi (Otonomi Daerah) 

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah suatu hak dan wewenang dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk melakukan kewajiban 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku. Idealnya, otonomi daerah 

harus didasarkan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, 

pemerataan, keadilan, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman 

daerah. Dengan begitu, maka tujuan otonomi daerah yaitu untuk 

memperkuat perekonomian daerah serta kemandirian sistem manajemen 

daerah akan terlaksana dengan semestinya. (Mardiasmo, 2004). 

2. Dana Alokasi Umum (DAU) 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan, alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari 

pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). APBN 

diciptakan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah khususnya 

dalam pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi 

dan kabupaten/kota, besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari 

pendapatan dalam negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN 

(djpk.kemenkeu, 2022) 

 



 

 
 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. APBD 

adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Diterapkannya 

APBD bertujuan untuk memeratakan kesejateraan ekonomi melalui sumber 

penerimaan daerah yaitu dari PAD (djpk.kemenkeu, 2022). 

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

PAD merupakan seluruh penerimaan kas daerah yang bersumber dari 

daerahnya sendiri, diakui sebagai penambah nilai aset bersih tanpa perlu 

dibayar kembali oleh pemerintah (Idris, 2018). Pengelolaan potensi daerah 

yang bersumber dari perolehan pajak daerah, iuran retribusi daerah, dan 

hasil pengelolaan sumber daya daerah yang sah merupakan sumber PAD. 

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah.   

5. Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah kontribusi wajib kepada daerah 

yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa 

berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa menerima imbalan secara 

langsung. 

a. Fungsi Pajak 

1) Fungsi Anggaran (Budgetair) 



 

 
 

Dalam hal ini keberadaan pajak difungsikan sebagai sumber 

pendanaan bagi pemerintah guna melaksanakan pembangunan 

secara berkelanjutan. 

2) Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Secara spesifik, pajak difungsikan sebagai media pengatur dan 

pelaksana kebijaksanaan pemerintah. Sebagai contohnya, 

pengenaan pajak yang tinggi atas barang mewah digunakan untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif (Mardiasmo, 2018). 

b. Jenis dan Tarif Pajak Daerah 

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, pajak daerah 

dapat digolongkan menjadi dua macam yang diatur dalam Peraturan 

Daerah (PERDA) No. 1 Tahun 2011 mengenai:  

1) Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi terdiri atas :  

a) Pajak Kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 1%. 

b) Pajak Bea balik nama ditetapkan paling tinggi 3.5%. 

c) Pajak Bahan bakar kendaraan ditetapkan sebesar 10%. 

d) Pajak Air permukaan ditetapkan sebesar 10%. 

e) Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. 

2) Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :  

a) Pajak Hotel sebesar 10%. 

b) Pajak Restoran sebesar 10%. 

c) Pajak Hiburan sebesar 10%. 

d) Pajak Reklame sebesar 25%. 



 

 
 

e) Pajak Penerangan jalan ditetapkan sebesar 5%. 

f) Pajak Mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 

25%. 

g) Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30%. 

h) Pajak Air tanah ditetapkan sebesar 20%. 

i) Pajak Sarang burung wallet ditetapkan paling tinggi 10%. 

j) Pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan 

untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah) sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun. Untuk 

NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 

0,2 % (nol koma dua persen) per tahun. 

k) Pajak Perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan 

sebesar 5%. 

Pemungutan pajak daerah didasarkan pada perda dan 

undang-undang. Peraturan ini secara langsung akan membuat pajak 

dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. 

Setiap daerah memiliki penerimaan pajak tertinggi dari 

sektor yang berbeda-beda. Penerimaan pajak Kabupaten Badung 

yang cukup besar yaitu sektor pariwisata, dimana dari sektor ini 

daerah memiliki pendapatan dari pajak hotel dan restoran. 

6. Pajak Hotel 

Hotel adalah layanan penyedia jasa penginapan yang di dalamnya 

termasuk motel, losmen, gubuk wisata, wisma pariwisata, pesanggrahan 



 

 
 

rumah penginapan dan sejenisnya ataupun rumah kos yang jumlah 

kamarnya lebih dari 10 (sepuluh). Mendirikan sebuah hotel tentu dibarengi 

dengan pemungutan pajak daerah atas hotel.  

Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 15 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Hotel yang dimana peraturan tersebut berisikan subjek pajak hotel 

yaitu orang pribadi/badan yang melakukan pembayaran kepada orang 

pribadi/badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang 

pribadi/badan yang mengusahakan hotel.  Dalam sebuah hotel, terdapat 

objek pengenaan pajak, yaitu atas dasar pelayanan yang disediakan sesuai 

klasifikasinya. Klasifikasi hotel adalah bentuk pengelompokan hotel ke 

dalam berbagai tingkatan. Berdasarkan penilaian tertentu maka hotel dibagi 

menjadi hotel bintang 1, 2, 3, 4, dan 5, hotel non bintang, villa dan rumah 

kost.  

7. Pajak Restoran 

Pajak restoran yaitu pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan 

oleh restoran meliputi penjualan yang disediakan (Wulandari, 2018). 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 16 Tahun 2011 

Tentang Pajak Restoran dimana subjek pajak restoran yaitu orang 

pribadi/badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran. 

Objeknya yaitu orang pribadi/badan yang 

mengusahakan restoran.  Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak 

adalah yang nilai penjualannya kurang dari Rp. 10.000.000,00 perbulan. 



 

 
 

Pengklasifikasian restoran di Kabupaten Badung terdiri dari restoran, rumah 

makan, dan bar. 

8. Tata Kelola Pemerintah (Governance) 

Sederhananya, governance merupakan penggunaan wewenang 

ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara 

pada semua tingkat. Dalam melaksanakan tindak lanjut atas pajak yang 

dikenakan, pemerintah juga melaksanakan tata pengelolaan atau good 

governance. Good governance memiliki prinsip-prinsip yaitu 

profesionalitas, akuntanbilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, 

efisiensi dan efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh 

masyarakat (Manossoh, 2016). Membicarakan konsepnya, munculnya good 

governance dilandasi oleh ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan 

khususnya sebagai penyelenggara urusan publik. Dalam praktiknya, di 

Indonesia strategi penerapannya yaitu  melalui penyelenggaraan pelayanan 

publik (Maryam, 2016). 

9. Analisis Kontribusi 

Untuk mengetahui besaran kontribusi sebagai pengukuran sejauh mana 

sumbangan yang diberikan atas pajak hotel dan restoran terhadap PAD dan 

pajak daerah, analisis kontribusi dilakukan sebagai berikut:  

Kontribusi = Realisasi Pajak Hotel / Restoran x 100% 

    Realisasi PAD   

 

 



 

 
 

Kontribusi = Realisasi Pajak Hotel / Restoran x 100% 

    Realisasi Pajak Daerah   

 

Kriteria pengukuran kontribusi penerimaan pajak dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 2.1 Klasifikasi Kriteria Nilai 

Kontribusi Penerimaan Pajak 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Mahmudi, 2019) 

Berdasarkan analisis rasio kontribusi yang diuraikan, maka: 

a. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai di atas 50%, maka 

kriteria kontribusi dapat dikatakan sangat baik. 

b. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai 40%-50%, maka 

kriteria kontribusi dapat dikatakan baik. 

c. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai 30%-40%, maka 

kriteria konribusi dapat dikatakan cukup baik. 

d. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai 20%-30%, maka 

kriteria kontribusi dapat dikatakan sedang. 

e. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai 10%-20%, maka 

kriteria kontribusi dapat dikatakan kurang baik. 

Presentase Kriteria 

Diatas 50% Sangat Baik 

40% - 50% Baik 

30% - 40% Cukup Baik 

20% - 30% Sedang 

10% - 20% Kurang Baik 

0% - 10% Tidak Baik 



 

 
 

f. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai 0%-10%, maka 

kriteria kontribusi dapat dikatakan Tidak Baik. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Kajian penelitian relevan yang didapatkan dari peneliti sebelumnya, 

digunakan sebagai pendukung bagi penelitian ini. Hal itu dimaksudkan agar 

pembahasan yang dilaksanakan dalam penelitian ini memiliki cakupan yang 

lebih akurat dan tepat sasaran. Dalam hal ini, digunakan beberapa penelitian 

sebagai acuan yang tentunya bertema kontribusi atas pajak hotel dan restoran. 

Penelitian dari Wicaksono & Huda (2022) dengan judul “Analisis Peranan 

Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Badung”. Menunjukan bahwa peneliti merekomendasikan kepada 

Pemerintah Kabupaten Badung hendaknya untuk merancang ulang terkait target 

penerimaan Pajak Restoran, sehingga memacu aparatur pajak daerah dalam 

mengoptimalkan kinerja dan diharapkan ke depannya penerimaan Pajak 

Restoran juga semakin meningkat setelah berusaha mengatasi dampak pandemi 

Covid-19 yang telah meluluhlantakkan kondisi perekonomian Di samping itu 

juga, harapan ke depannya adalah membumbungnya kontribusi terhadap 

akseptasi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung 

karena besar potensi yang belum tergali oleh fiskus pajak daerah akan dapat 

mendongkrak persentase yang lebih besar lagi daripada penerimaan pada tahun-

tahun sebelumnya. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Nasrulloh 

dan Galih yaitu adalah kesamaan lokasi penelitian di Kabupaten Badung. 



 

 
 

Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang hanya berfokus pada pajak 

restoran saja sedangkan pada penelitian ini menambahkan objek pajak hotel. 

Penelitian selanjutnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Dwi 

Ratnadi (2021) mengenai “Analisis Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak 

Restoran Kecamatan Kuta Utara pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Badung”. Dimana potensi pajak restoran lebih besar dibandingkan realisasi 

pajak restoran Tahun 2018. Persamaan penelitian Risma dan Dewi dengan 

penelitian ini yaitu pada objek penelitian tentang kontribusi pajak restoran. 

Sedangkan perbedaannya penelitian Dewi & Dwi Ratnadi menambahkan objek 

penelitian yaitu potensi dan efektivitas pajak restoran. 

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Made Wulandewi & Supadmi 

(2020) mengenai “Analisis Potensi Pajak Restoran dan Kontribusinya Pada 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung”. Dari hasil penelitian menunjukan 

bahwa, kontribusi dari pajak restoran pada PAD Kabupaten Badung termasuk 

dalam kategori sangat kurang. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

menghitung besarnya potensi dan kontribusi yang sebenarnya. Persamaan 

dengan penelitian Desak dan Supadmi yaitu lokasi penelitian di Kabupaten 

Badung. Sedangkan perbedaannya hanya menggunakan satu objek penelitian 

yaitu pajak restoran. 

Penelitian yang relevan selanjutnya yang dilakukan oleh Erawati (2019) 

mengenai “Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten 

Badung” menunjukkan bahwa, setiap tahun target penerimaan pajak di 



 

 
 

Kabupaten Badung selalu meningkat. Persamaan penelitian Erawati dengan 

dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan untuk perbedaannya penelitian 

Erawati meggunakan satu objek penelitian yaitu pajak daerah. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ardhiansyah (2014) mengenai 

“Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Menunjukan guna mengurangi tingkat 

kecurangan maka dapat menggunakan layanan dalam jaringan berbasis online. 

Persamaan penelitian Diaz Ardhiansyah dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

menggunakan pajak hotel dan pajak restoran. Sedangkan perbedaannya yaitu 

lokasi penelitiannya di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu.  

C. Alur Pikir  

Analisis kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dimulai dari 

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Badung tahun 2018 sampai dengan 

2021 yang didalamnya terdapat informasi mengenai komponen-komponen 

penerimaan daerah salah satunya PAD. Selanjutnya penerimaan dari PAD itu 

sendiri salah satunya yaitu pajak daerah, yang menjadi pokok utama yaitu pajak 

hotel dan pajak restoran. 

Jumlah hotel dan restoran dari tahun 2018 sampai dengan 2021 setiap 

tahunnya terus mengalami peningkatan. Namun dengan meningkatnya jumlah 

hotel dan restoran tersebut tidak sejalan dengan target tahun 2018 sampai 

dengan 2021 yang cenderung mengalami peurunan. Hal ini juga berpengaruh 

terhadap realisasi pajak hotel dan pajak restoran itu sendiri yang juga cenderung 



 

 
 

mengalami penurunan. Menindaklanjuti tersebut peneliti melakukan 

pengkajian secara mendalam mengenai kontribusi penerimaan pajak hotel dan 

pajak restoran terhadap PAD dan pajak daerah Kabupaten Badung tahun 2018 

sampai dengan 2021. 

Baiknya penerimaan pajak tidak hanya dilihat dari pertumbuhan 

penerimaan pajak tiap tahunnya, namun perlu untuk mengetahui besarnya 

kontribusi demi mengopltimalkan PAD serta dalam pembangunan daerah 

Kabupaten Badung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Alur Pikir 

Laporan Realisasi Anggaran 

Pemerintah Kabupaten 

Badung Tahun 2018-2021 

PAD 

Peraturan Daerah Kabupaten 

Badung Nomor 15 Tahun 

2011 Tentang Pajak Hotel 

Peraturan Daerah Kabupaten 

Badung Nomor 16 Tahun 

2011 Tentang Pajak Restoran 

Pajak Hotel dan Pajak Restoran 

Jumlah  

Hotel & Restoran 

Target dan 

Realisasi 
Kontribusi 

Kesimpulan 



 

 
 

D. Pertanyaan Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti menekankan pertanyaan peneliti mengenai 

kontribusi penerimaan pajak hotel dam pembangunan daerah Kabupaten 

Badung. 

1. Bagaimana besar kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dari 

tahun 2018 sampai dengan 2021 Kabupaten Badung? 

2. Apakah dengan adanya penurunan penerimaan pajak hotel dan pajak 

restoran dari tahun 2018 sampai dengan 2021 berdampak dalam 

pembangunan daerah Kabupaten Badung? 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, yang menggambarkan 

dengan jelas mengenai permasalahan yang sedang diteliti melalui interpretasi, 

analisis, dan menafsirkan data (Sodik, 2015). Hasil penelitian kualitatif 

dijelaskan dalam bentuk kata atau kalimat yang di dapat melalui data yang valid. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, data yang 

diperoleh dideskripsikan dengan jelas sehingga hasil penelitian akan sesuai 

dengan kondisi yang sebenarnya (Sugiyono, 2017).  

B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung 

(Bapenda) Kabupaten Badung yang beralamat di Jl. Raya Lukluk – Sempidi, 

Lukluk, Kecamatan Mengwi. Adapun waktu penelitian adalah selama 6 bulan, 

dimulai dari bulan Februari sampai dengan Juli 2022. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer dalam penelitian ini bersumber dari wawancara dengan pihak Bapenda 

Kabupaten Badung khususnya mengenai kontribusi penerimaan pajak hotel dan 

pajak restoran dalam pembangunan daerah Kabupaten Badung.  

Selanjutnya, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung guna mendukung keperluan dari data primer (Sugiyono, 2017). Dalam 
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hal ini, data sekunder diperoleh melalui situs resmi Bapenda Kabupaten 

Badung. 

D. Teknik Pengumpulan data  

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Metode wawancara dilakukan dengan pihak Bapenda Kabupaten 

Badung untuk menggali informasi lebih mendalam dalam penelitian ini. 

2. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah data historis secara tidak langsung seperti 

dokumen, catatan, dan sebagainya (Bungin, 2007). Data yang mendukung 

penelitian ini, yaitu data jumlah wajib pajak hotel dan restoran, target dan 

realisasi pajak hotel dan pajak restoran, realisasi PAD, realisasi pajak 

daerah, serta APBD Kabupaten Badung. 

E. Keabsahan Data 

Keabsahan data yang digunakan yaitu uji kredibilitas triangulasi, lebih 

spesifiknya triangulasi teknik. Penggunaan uji triangulasi teknik dalam hal ini 

adalah dengan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun memiliki 

teknik yang berbeda. Pengujian ini mengkhusus dilakukan kepada staff bidang 

data dan tekologi informasi di Bapenda Kabupaten Badung sebagai informan 

dalam penelitian ini. 
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F. Analisis Data  

Metode analisis data yaitu deskriptif dengan cara mengumpulkan data, 

menganalisis data, dan menginterprestasikannya. Terdapat tiga alur analisis 

data yang terjadi secara bersamaan (Sugiyono, 2018), sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data dalam penelitian ini memfokuskan pada identifikasi 

kontribusi penerimaan pajak atas hotel dan restoran. 

2. Penyajian Data 

Penelitian ini menyajikan data berbentuk tabel yaitu perkembangan 

pajak hotel dan restoran dan PAD, realisasi pajak daerah, target dan 

realisasi pajak atas hotel dan restoran dari tahun 2018 sampai 2021. 

Kemudian data diolah dan data akan disajikan dalam bentuk deskriptif. 

Data diolah dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

3. Kesimpulan Data 

Setelah data diolah maka peneliti akan menarik kesimpulan dari 

penjabaran hasil analisis data. 

 

 

 

Kontribusi = Realisasi Pajak Hotel/Restoran x 100% 

    Realisasi PAD   

Kontribusi = Realisasi Pajak Hotel/Restoran x 100% 

    Realisasi Pajak Daerah   



 

20 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Diskripsi Hasil Penelitian 

Bapenda Kabupaten Badung merupakan wadah pelaksana penerimaan 

pendapatan daerah yang sekaligus sebagai pelaksanaan pembangunan di 

masyarakat. Melalui pajak yang diterima maka akan dapat dikontribusikan untuk 

pembangunan kedepannya. Kontribusi ini berfungsi sebagai alat pengukur sejauh 

mana pajak daerah memberikan kontribusi dalam penerimaan PAD (Muhammad 

& Prabowo, 2017). 

Tabel 4.1 

Realisasi PAD 
Kabupaten Badung  

Tahun 2018-2021 

 

 

 

Sumber: (Bapenda Kabupaten Badung, 2022) 

Berdasarkan Tabel 4.1 realisasi PAD Kabupaten Badung tahun 2018 sampai 

dengan 2021 cenderung mengalami penurunan, yang dimana hanya tahun 2019 

mengalami peningkatan sebsar Rp 279.472.052.473,52. Penurunan PAD tahun 

2020 sebesar Rp 2.718.208.819.814,92 dan 2021 sebesar Rp 366.634.414.174,20. 

Penurunan PAD pada tahun 2020 dan 2021 seiring dengan penurunan yang 

terjadi dengan pajak daerah.  

 

Tahun PAD 

2018  Rp                 4.555.716.407.353,28  

2019  Rp                 4.835.188.460.096,80  

2020  Rp                 2.116.979.640.281,88  

2021  Rp                 1.750.345.226.107,68  
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Tabel 4.2 

Realisasi Pajak Daerah 
Kabupaten Badung 

Tahun 2018-2021 

Tahun Pajak Daerah 

2018  Rp                 3.872.911.783.138,22  

2019  Rp                 4.217.319.393.186,18  

2020  Rp                 1.613.756.252.261,10  

2021  Rp                 1.278.719.795.701,97  
Sumber: (Bapenda Kabupaten Badung, 2022) 

Pada Tabel. 4.2 realisasi pajak daerah Kabupaten Badung dari tahun 2018 

sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi, hanya tahun 2019 mengalami 

kenaikan sebesar Rp 344.407.610.047,96. Pada tahun 2020 terjadi penurunan 

pajak daerah sebesar Rp 2.603.563.140.925,08 dan tahun 2021 sebesar Rp 

335.036.456.559,13, penurunan disebabkan oleh insiden wabah Covid 19 dimana 

seluruh sektor pajak mengalami penurunan, salah satunya sektor pajak hotel dan 

pajak restoran. 

Tabel 4.3  

Jumlah Wajib Pajak Aktif Hotel dan Restoran 

Kabupaten Badung 
Tahun 2018-2021 

Tahun Jumlah Hotel Jumlah Restoran 

2018 2.802 1.627 

2019 3.617 2.065 

2020 3.873 2.118 

2021 3.967 2.225 
Sumber: (Bapenda Kabupaten Badung, 2022) 

Pada Tabel 4.3 menunjukkan jumlah wajb pajak aktif hotel dan restoran 

Kabupaten Badung dari tahun 2018 sampai dengan 2021 meningkat setiap tahun. 

Hal ini menunjukkan rasio kepatuhan pajak meningkat, dimana memperlihatkan 
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sektor pariwisata Kabupaten Badung sebagai pusat pariwisata di Bali tentunya 

berbagai sarana dan prasarana pariwisata tersedia lengkap seperti hotel, bar, 

restaurant, pusat hiburan malam, layanan wisata dan berbagai jenis lainnya, 

sehingga tidak mengherankan masyarakatnya banyak yang menekuni bisnis 

ataupun bekerja di sektor pariwisata. Namun hal ini tidak sejalan dengan target 

dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Badung. Berikut 

merupakan data target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten 

Badung tahun 2018 sampai dengan 2021. 

Tabel 4.4  

Target dan Realisasi Pajak Hotel 

Kabupaten Badung 

Tahun 2018-2021 

Tahun 
Pajak Hotel 

Target Realisasi 

2018  Rp     3.514.966.627.768,59   Rp     2.236.311.260.005,09  

2019  Rp     2.691.803.275.187,18   Rp     2.469.152.695.978,09  

2020  Rp     1.080.021.553.440,60   Rp        670.803.265.683,85  

2021  Rp        737.405.508.460,00   Rp        258.041.477.940,62  
Sumber: (Bapenda Kabupaten Badung, 2022) 

Pada Tabel 4.4 menunjukkan target dan realisasi dari pajak hotel Kabupaten 

Badung dari tahun 2018 sampai dengan 2021 cenderung menurun, hanya realisasi 

tahun 2019 yang mengalami peningkatan sebesar Rp 232.841.435.973,00.  
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Tabel 4.5 

Target dan Realisasi Pajak Restoran 

Kabupaten Badung 

Tahun 2018-2021 

Tahun 
Pajak Restoran 

Target Realisasi 

2018  Rp        645.721.786.026,93   Rp        624.456.631.009,54  

2019  Rp        795.721.786.026,93   Rp        739.355.217.168,38  

2020  Rp        420.429.042.735,85   Rp        255.065.894.487,66  

2021  Rp        137.879.767.566,00   Rp        155.470.551.715,70  
Sumber: (Bapenda Kabupaten Badung, 2022) 

Tabel tersebut menunjukkan target dan realisasi dari pajak restoran 

Kabupaten Badung dari tahun 2018 sampai dengan 2021 cenderung mengalami 

penurunan, hanya tahun 2019 yang mengalami peningkatan target sebesar Rp 

150.000.000.000,00 dan peningkatan realisasi sebesar Rp 114.898.586.158,84. 

Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan target dan realisasi secara 

signifikan. 

Berdasarkan Tabel 4.4 dan 4.5 target dan realisasi pajak dari tahun 2018 

sampai dengan 2021 cenderung mengalami penurunan.  Untuk tahun 2019 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dikarenakan pemerintah telah 

menggunakan sistem pelaporan dan penagihan pajak secara elektronik yaitu telah 

diterbitkan Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Sistem 

Pemantauan Data Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik. 

 Namun tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan karena adanya insiden 

wabah covid 19 yang masuk ke indonesia. Kondisi ini mempengaruhi pencapaian 

penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Seperti tingkat hunian hotel 
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mengalami penurunan karena pemerintah menerapkan peraturan PSBB 

(Pembatasan Sosial Berskala Besar) kondisi ini menyebabkan kunjungan 

wisatawan mengalami penurunan otomatis tingkat hunian hotel dan restoran juga 

akan menurun. 

B.   Pembahasan dan Temuan 

1. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel 

a) Kontribusi Terhadap PAD 

Rumus sebagai berikut: 

 

Perhitungan yaitu sebagai berikut: 

1) Tahun 2018 

2018 =  Rp         2.236.311.260.005,09  
x 100% 

     Rp         4.555.716.407.353,28  

        

  = 49,09% Baik 

 

2) Tahun 2019 

2019 =  Rp         2.469.152.695.978,09  x 100% 

     Rp         4.835.188.460.096,80   

        

  = 51,07% 

Sangat 

Baik 

 

 

 

 Kontribusi = Realisasi Pajak Hotel  x 100% 

    Realisasi PAD   
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3) Tahun 2020 

2020 =  Rp            670.803.265.683,85  x 100% 

     Rp         2.116.979.640.281,88   

        

  = 31,69% Cukup 

 

4)  Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6 

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD 

Kabupaten Badung 

Tahun 2018-2021 

Tahun Realisasi Pajak Hotel Realisasi PAD Kontribusi Keterangan 

2018  Rp 2.236.311.260.005,09   Rp      4.555.716.407.353,28  49,09% Baik 

2019  Rp 2.469.152.695.978,09   Rp      4.835.188.460.096,80  51,07% Sangat Baik 

2020  Rp    670.803.265.683,85   Rp      2.116.979.640.281,88  31,69% Cukup Baik 

2021  Rp    258.041.477.940,62   Rp      1.750.345.226.107,68  14,74% Kurang Baik 

Rata-rata 36,65% Cukup Baik 
Sumber: Data Hasil Olahan, 2022 

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan nilai kontribusi cenderung mengalami 

penurunan. Hal ini diketahui bahwa nilai kontribusi penerimaan pajak hotel rata-

rata sebesar 36,65% dengan kriteria kontribusi cukup baik karena nilai 

presentasenya dibawah 40%. Nilai kontribusi mengalami peningkatan tahun 

2019 sebesar 51,07% yang merupakan kontribusi paling tinggi selama periode 

2021 =  Rp            258.041.477.940,62  x 100% 

     Rp         1.750.345.226.107,68   

       

  = 14,74% 

Kurang 

Baik 
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penelitian. Penurunan nilai kontribusi terjadi pada tahun 2020 sebesar 31,69% 

dan nilai kontribusi paling rendah dialami pada tahun 2021 yakni sebesar 14,74%. 

b) Kontribusi Terhadap Pajak Daerah 

Rumus sebagai berikut: 

 

Perhitungan yaitu sebagai berikut: 

1) Tahun 2018 

 

 

 

2) Tahun 2019 

 

 

 

 

 

3) Tahun 2020 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kontribusi = Realisasi Pajak Hotel  x 100% 

    Realisasi Pajak Daerah   

2018 =   Rp         2.236.311.260.005,09 x 100% 

      Rp         3.872.911.783.138,22  

        

  = 57,74% 

Kurang 

Baik 

2019 =  Rp         2.469.152.695.978,09  x 100% 

     Rp         4.217.319.393.186,18   

        

  = 58,55% 

Kurang 

Baik 

2020 =  Rp            670.803.265.683,85  x 100% 

     Rp          1.613.756.252.261,10   

        

  = 41,57% 

Kurang 

Baik 
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4) Tahun 2021 

 

 

 

 

 

Tabel 4.7 

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah 

Kabupaten Badung 

Tahun 2018-2021 

Tahun Realisasi Pajak Hotel Realisasi Pajak Daerah Kontribusi Keterangan 

2018  Rp   2.236.311.260.005,09   Rp   3.872.911.783.138,22  57,74% Sangat Baik 

2019  Rp   2.469.152.695.978,09   Rp   4.217.319.393.186,18  58,55% Sangat Baik 

2020  Rp      670.803.265.683,85   Rp   1.613.756.252.261,10  41,57% Baik 

2021  Rp      258.041.477.940,62   Rp   1.278.719.795.701,97  20,18% Sedang 

  Rata-rata 44,51% Baik 
Sumber: Data Hasil Olahan, 2022 

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan nilai kontribusi pajak hotel terhadap 

pajak daerah Kabupaten Badung pada tahun 2018-2021 cenderung menurun. 

Dimana diketahui bahwa nilai kontribusi penerimaan pajak hotel rata-rata sebesar 

44,51% dengan kriteria kontribusi baik karena nilai presentasenya diatas 40%. 

Nilai kontribusi mengalami peningkatan yaitu, tahun 2019 nilai kontribusi 

penerimaan pajak hotel sebesar 58,55% yang merupakan kontribusi paling tinggi 

selama periode penelitian. Penurunan nilai kontribusi terjadi pada tahun 2020 

sebesar 41,57% dan nilai kontribusi paling rendah dialami pada tahun 2021 yakni 

hanya sebesar 20,18%. 

Berdasarkan Tabel 4.6 dan Tabel 4.7 pada tahun 2018 dan 2019 kontribusi 

pajak hotel memberikan dampak positif namun pada 2020 dan 2021 akibat 

pandemi Covid 19 masuk dalam kategori sedang. Meskipun realisasi PAD dan 

2021 =  Rp            258.041.477.940,62  x 100% 

     Rp         1.278.719.795.701,97   

        

  = 20,18% 

Kurang 

Baik 
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pajak daerah mengalami penurunan setiap tahunnya namun kontribusi pajak hotel 

masih menjadi penerimaan yang potensial ditinjau dari pajak daerahnya.  

2. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran  

a) Kontribusi Terhadap PAD 

Rumus sebagai berikut: 

 

  Perhitungan yaitu sebagai berikut: 

1) Tahun 2018 

 

2) Tahun 2019 

2019 =  Rp            739.355.217.168,38  x 100% 

     Rp         4.835.188.460.096,80   

        

  = 15,29% 

Kurang 

Baik 

 

3) Tahun 2020 

2020 =  Rp            255.065.894.487,66  x 100% 

     Rp         2.116.979.640.281,88   

        

  = 12,05% 

Kurang 

Baik 

 

Kontribusi = Realisasi Pajak Restoran x 100% 

    Realisasi PAD   

2018 =  Rp            624.456.631.009,54  x 100% 

     Rp         4.555.716.407.353,28   

        

  = 13,71% 

Kurang 

Baik 
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4) Tahun 2021 

2021 =  Rp            155.470.551.715,70  x 100% 

     Rp         1.750.345.226.107,68   

        

  = 8,88% 

Tidak 

Baik 
 

Tabel 4.8 

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD 

Kabupaten Badung 

Tahun 2018-2021 

Tahun Realisasi Pajak Restoran Realisasi PAD Kontribusi Keterangan 

2018  Rp    624.456.631.009,54   Rp      4.555.716.407.353,28  13,71% Kurang Baik 

2019  Rp    739.355.217.168,38   Rp      4.835.188.460.096,80  15,29% Kurang Baik 

2020  Rp    255.065.894.487,66   Rp      2.116.979.640.281,88  12,05% Kurang Baik 

2021  Rp    155.470.551.715,70   Rp      1.750.345.226.107,68  8,88% Tidak Baik 

Rata-rata 12,48% Kurang Baik 
Sumber: Data Hasil Olahan, 2022 

Berdasarkan tabel dijelaskan bahwa kontribusi pajak di Kabupaten Badung 

masih kurang baik. Dilihat dari rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran 

pada tahun 2018-2021 sebesar 12,48% dengan kriteria kontribusi kurang baik 

karena nilai presentasenya dibawah 20%. Sedangkan kontribusi pajak restoran 

cenderung fluktuatif, dimana tahun 2018 kontribusinya 13,71%, tahun 2019 naik 

menjadi 15,29%. Serta kembali turun di tahun 2020 dengan presentase sebesar 

12,05% dan tahun 2021 sebesar 8,88%. 

b) Kontribusi Terhadap Pajak Daerah 

Rumus sebagai berikut: 

 

Perhitungan yaitu sebagai berikut: 

Kontribusi = Realisasi Pajak Hotel  x 100% 

    Realisasi Pajak Daerah   
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1) Tahun 2018 

 

2) Tahun 2019 

 

 

 

 

 

3) Tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

 

4) Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

2018 =  Rp            624.456.631.009,54  x 100% 

      Rp         3.872.911.783.138,22  

        

  = 57,74% 

Kurang 

Baik 

2019 =  Rp         2.469.152.695.978,09  x 100% 

     Rp         4.217.319.393.186,18   

        

  = 58,55% 

Kurang 

Baik 

2020 =  Rp            670.803.265.683,85  x 100% 

     Rp          1.613.756.252.261,10   

        

  = 41,57% 

Kurang 

Baik 

2021 =  Rp            258.041.477.940,62  x 100% 

     Rp         1.278.719.795.701,97   

        

  = 20,18% 

Kurang 

Baik 
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Tabel 4.9 

Kontribusi Restoran Terhadap Pajak Daerah 

Kabupaten Badung 

Tahun 2018-2021 

Tahun Realisasi Pajak Restoran Realisasi Pajak Daerah  Kontribusi Keterangan 

2018               624.456.631.009,54   Rp         3.872.911.783.138,22  16,12% Kurang Baik 

2019               739.355.217.168,38   Rp         4.217.319.393.186,18  17,53% Kurang Baik 

2020               255.065.894.487,66   Rp         1.613.756.252.261,10  15,81% Kurang Baik 

2021               155.470.551.715,70   Rp         1.278.719.795.701,97  12,16% Kurang Baik 

  Rata-rata 15,40% Kurang Baik 
Sumber: Data Hasil Olahan, 2022 

Berdasarkan Tabel 4.9 memaparkan nilai kontribusi pajak restoran terhadap 

pajak daerah Kabupaten Badung pada 2018-2021 masih kurang baik dalam 

memberikan kontribusinya. Hal ini diketahui rata-rata kontribusi penerimaan 

pajak restoran yaitu sebesar 15,40% dengan kriteria kontribusi Kurang baik 

karena nilai presentasenya dibawah 20%, namun pada tahun 2018 nilai 

kontribusinya sebesar 16,12%, kemudian tahun 2019 mengalami kenaikan 

menjadi 17,53%. Kontribusi yang dihasilkan dari data ini cenderung menurun, 

dimana tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 15,81% dan tahun 2021 sebesar 

12,16%. 

Berdasarkan Tabel 4.8 dan Tabel 4.9 kriteria kontribusi pajak restoran 

terhadap PAD dan pajak daerah termasuk dalam kategori kurang baik, artinya 

pajak restoran sangat kurang dalam memberikan kontribusinya. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yag dilakukan oleh Wicaksono & Huda (2022) 

pencapaian kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Badung yaitu 

masuk dalam kategori kurang dalam sokongan terhadap PAD, dimana pajak 

restoran Kabupaten Badung yang mengalami kondisi fluktuatif pada setiap 
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tahunnya. Tercatat penurunan kontribusi terbesar adalah tahun 2019 sampai 

dengan 2020 sebesar 3,25%. 

Peran kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2018-2021 sangat 

berdampak dalam perencanaa pembangunan Daerah Kabupaten Badung. Dari 

data hasil olahan di atas dimana pada tahun 2018 dan 2019 sebelum pandemi 

Covid 19 kontribusi pajak hotel mampu memberikan kontribusi positif namun 

kontribusi pajak restoran masih kurang dalam memberikan kontribusinya dalam 

perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Badung. Sedangkan tahun 2020 

dan 2021 akibat pandemi Covid 19 beberapa hal dilakukan rasionalisasi terhadap 

kagiatan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Badung. Saat pandemi 

Covid 19 dilakukan revitalisasi terhadap segala element guna peningkatan PAD 

sehingga diharapkan segala kegiatan perencanaan pembangunan Daerah 

Kabupaten Badung bisa teroptimalisasi. 

Saat ini pajak hotel dan restoran berkontribusi paling besar terhadap PAD 

dilihat dari penerimaan pajak daerahnya. Jadi pajak hotel dan restoran salah satu 

kontribusi paling besar dalam pembangunan daerah Kabupaten Badung. 

C. Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan penelitian ini yaitu tidak adanya peraturan atau undang-

undang yang berlaku sebagai indikator pengukuran kontribusi penerimaan pajak 

hotel dan pajak restoran di Kabupaten Badung. Peneliti hanya menggunakan 

indikator pengukuran berdasarkan yang dikemukakan oleh Mahmudi (2019). 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD dan pajak daerah Kabupaten Badung 

dari tahun 2018 sampai dengan 2021 diketahui bahwa nilai kontribusi 

penerimaan pajak hotel terhadap PAD rata-rata sebesar 36,65% dengan 

kriteria kontribusi cukup baik karena nilai presentasenya dibawah 40%. 

Dan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah rata-rata sebesar 44,51% 

dengan kriteria kontribusi baik karena nilai presentasenya diatas 40%.  

Kontribusi pajak restoran terhadap PAD dan pajak daerah 

Kabupaten Badung dari tahun 2018 sampai dengan 2021 masih kurang 

baik dalam memberikan kontribusinya. Hal ini diketahui rata-rata 

kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD tahun 2018 sampai 

dengan 2021 sebesar 12,48% dan kontribusi pajak restoran terhadap pajak 

daerah rata-rata sebesar 15,40% dengan kriteria kontribusi kurang baik 

karena nilai presentasenya dibawah 20%.  

2. Dengan adanya penurunan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran 

Kabupaten Badung tahun 2018 dan 2019 sangat berdampak dalam 

pembangunan daerah Kabupaten Badung. Pada tahun 2018 dan 2019 

sebelum pandemi Covid 19 kontribusi pajak hotel mampu memberikan 

kontribusi positif namun kontribusi pajak restoran masih kurang dalam 

memberikan kontribusinya dalam perencanaan pembangunan Daerah 
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Kabupaten Badung. Sedangkan tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid 

19 beberapa hal dilakukan rasionalisasi terhadap kagiatan perencanaan 

pembangunan Daerah Kabupaten Badung. Saat pandemi Covid 19 dilakukan 

revitalisasi terhadap segala element guna peningkatan PAD sehingga segala 

kegiatan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Badung bisa 

teroptimalisasi. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian, dengan adanya penurunan penerimaan pajak 

hotel dan pajak restoran diharapkan pemerintah Kabupaten Badung dapat 

meningkatkan pengelolaan dalam sektor hotel dan restoran agar program 

perencanaan kegiatan pembangunan daerah dapat terlaksanakan.  

C. Saran  

Adapun saran kepada Pemerintah Kabupaten Badung yaitu melakukan 

kegiatan ekonomi kreatif. Dimana menyelenggaraan kegiatan pariwisata seperti 

membuat event yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan.  

Dengan begitu dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Badung dalam 

menopang pembangunan daerah untuk terus berkembang.
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Lampiran 7 Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2018-2021 

Tahun 2018 
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Lampiran 8 Dokumentasi Data PAD Badan Statistika Provinsi Bali 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020

Kab. Jembrana 126.477.267Rp                                  133.698.784Rp                   148.045.103Rp                              

Kab. Tabanan 363.370.469Rp                                  354.558.239Rp                   313.042.530Rp                              

Kab. Badung 4.555.716.407Rp                               4.835.188.460Rp                2.116.974.302Rp                           

Kab. Gianyar 770.204.849Rp                                  997.478.368Rp                   545.869.873Rp                              

Kab. Klungkung 186.974.284Rp                                  225.063.772Rp                   220.893.875Rp                              

Kab. Bangli 122.686.254Rp                                  127.040.436Rp                   104.325.150Rp                              

Kab. Karangasem 200.361.247Rp                                  233.013.033Rp                   219.176.733Rp                              

Kab. Buleleng 335.555.494Rp                                  365.595.301Rp                   318.986.891Rp                              

Kota Denpasar 940.110.335Rp                                  1.010.779.481Rp                731.261.281Rp                              

Provinsi Bali 3.718.499.635Rp                               4.023.156.316Rp                3.069.474.218Rp                           

Access Time: Februari 15, 2022, 3:33 pm

Kabupaten/Kota
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ribu Rupiah)

Sumber: Survei Statistik Keuangan Daerah, BPS Provinsi Bali.

Source Url: https://bali.bps.go.id/indicator/13/244/1/pendapatan-asli-daerah-pad-kabupaten-kota-di-provinsi-bali.html



 
 

 
 

Lampiran 9 Hasil Wawancara 

Narasumber/Informan  

Nama   : Ida Bagus Gede Suyasa, S.H 

Jabatan  : Staf Bidang Data dan Teknologi Informasi 

Hari, Tanggal : Senin, 13 Juli 2022 

Jam   : 10.00 Wita 

Tempat  : Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung 

   Kabupaten Badung 

No. Pertanyaan Penelitian Jawaban Informan 

1. Apakah pajak hotel dan pajak restoran di 

Kabupaten Badung ini terpisah pak? 

Iya, untuk saat ini masih dipisah dimana 

kita menggunakan per jenis pajak. Setelah 

Undang-Undang No 1 Tahun 2022 

rencana itu beberapa jenis pajak dijadikan 

satu istilahnya seperti PBJT (Pajak Barang 

Jasa Tertentu) dimana kita memiliki 10 

jenis pajak. 

2. Dalam Penetapan target pajak hotel dan 

pajak restoran di Kabupaten Badung 

faktor-faktor apa saja yang diperhatikan? 

Ada dua (2) komponen yang mendasari 

terkait penetapan target, yaitu: 

1) Intensifikasi pajak, dipengaruhi 

oleh faktor travel advisory di 

masing-masing negara sehingga 

akan memberi pengaruh terhadap 

jumlah kunjungan wisatawan, 

okupansi masing-masing layanan 

jasa akomudasi, tutupnya wajib 

pajak yang mempengaruhi 



 
 

 
 

optimalisasi pemungutan pajak 

daerah. 

2) Ekstensifikasi, optimalisasi 

pemungutan pajak daerah. 

3. Dari data web/situs Bapenda Kabupaten 

Badung yang saya lihat dimana jumlah 

hotel dan restoran dari tahun 2018 

sampai dengan 2021 menigkat, namun 

target dan realisasi yang ditetapkan 

cenderung mengalami penurunan. 

Mengapa bisa demikian, dimana 

seharusnya jumlah hotel dan restoran 

serta target dan realisasi berbanding 

lurus? 

Peningkatan jumlah hotel dan restoran 

tidak serta merta mempengaruhi dalam 

realisasi pencapaian target. Dalam hal ini 

indikator utama yang mempengaruhi 

adalah jumlah okupansi dan adanya 

perbedaan nilai harga jasa okomudasi 

tiap-tiap wilayah. Contohnya wilayah 

Nusa Dua dengan Canggu jadi otomatis di 

wilayah Nusa Dua jauh lebih tinggi nilai 

harga jasa akomudasinya namun wajib 

pajak disana masih sedikit, sedangkan di 

canggu wajib pajaknya meningkat. Jadi 

tidak serta merta wajib pajak itu harus 

sejalan dengan target dan realisasinya. 

4.  Apakah dengan adanya penurunan 

penerimaan pajak hotel dan pajak 

restoran dari tahun 2018-2021 

berdampak dalam pembangunan Daerah 

Kabupaten Badung? 

Sangat berdampak sekali, salah satunya 

program-program yang telah kita lakukan 

harus berhenti di tengah jalan atau 

mangkrak. 

5. Bagaimana peran kontribusi dari pajak 

hotel dan pajak restoran dalam 

pembangunan Daerah Kabupaten 

Badung dari tahun 2018-2021 (sebelum 

dan sesudah pandemi covid-19)? 

- Ketika sebelum pandemi covid-

19, realisasi pajak mampu 

memberikan kontribusi positif 

dalam perencanaan pembangunan 

Daerah Kabupaten Badung. 

- Sedangkan akibat pandemi covid-

19 beberapa hal dilakukan 



 
 

 
 

rasionalisasi terhadap kagiatan 

perencanaan pembangunan 

Daerah Kabupaten Badung. 

Namun sesudah pandemi 

dilakukan revitalisasi terhadap 

segala element guna peningkatan 

PAD sehingga diharapkan segala 

kegiatan perencanaan 

pembangunan Daerah Kabupaten 

Badung bisa teroptimalisasi. 

6. Faktor-faktor apa saja yang mendukung 

dan menghambat tercapainya target dan 

realisasi pajak hotel dan pajak restoran di 

Kapubaten Badung dari tahun 2018-

2021? 

- Faktor pendukung yaitu kebijakan 

pemerintah khususnya promosi 

kawasan pariwisata Kabupaten 

Badung, peran serta wajib pajak 

dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakan, dan peranan fiskus 

dalam optimalisasi pemenuhan 

realisasi target pajak daerah. 

- Faktor penghambat yaitu adanya 

kebijakan travel advisory di 

masing-masing negara, tidak 

disiplinnya wajib pajak dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakan. 

7. Dimana jika target pajak hotel dan pajak 

restoran tidak tercapai, 

kebijakan/langkah apa yang dilakukan 

oleh Pemerintah Kabupaten Badung? 

Rasionalisasi terhadap pajak daerah dan 

adanya kebujakan pemberian amnesti 

dalam hal pembebasan sanksi administrasi 

atau bunga. 

8. Apa saja kendala/hambatan yang 

dihadapi dalam pemungutan dan 

target/realisasi pajak?  

Kedisiplinan wajib pajak dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakan, 

sehingga langkah yang perl dilakukan 



 
 

 
 

sosialisasi kewajiban perpajakan kepada 

wajib pajak akan pentingnya kedisiplinan 

wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakan tersebut. 

9. Apakah jika biaya pemungutan daerah 

dinaikkan akan dapat menyebabkan 

realisasi penerimaan pajak daerah 

melampaui target pajak daerah yang 

telah ditetapkan? 

Sejauh ini pemerintah daerah dalam biaya 

pemungutan seminimal mungkin dan 

tetap melakukan optimalisasi dalam 

pemungutan pajak daerah, akan tetapi jika 

tarif pajak yang ditingkatkan tentu 

memberikan kontribusi positif dalam 

pemenuhan realisasi penerimaan pajak 

daerah. 

10. Mengenai pelaporan sistem online self 

assesesment itu untuk Pajak Hotel, 

Restoran, Hiburan, dan Parkir. Apakah 

sudah efektif dilakukan? 

Efektif tidaknya tentunya dipengaruhi 

oleh karakter wajib pajak dalam hal 

kedisiplinan dan kejujuran dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian 

 

 

(Meja Penerimaan Tamu Badan Pendapatan Daerah Pasedahan Agung Kabupaten 

Badung yang Dilengkapi dengan Mesin Nomor Antrian untuk Wajib Pajak) 



 
 

 
 

 

(Wawancara dengan Staff Bidang Data dan Teknologi Informasi, 

Ida Bagus Gede Suyasa) 
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